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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif. untuk menjawab pertanyaan:
bagaimana pertimbangan Hakim PN Kota Madiun terhadap kasus korupsi yang
dilakukan oleh sekretaris dewan DPRD Kota Madiun, Bagaimana sanksi pidana
terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009 Kabupaten Madiun oleh sekretaris
Dewan tentag ikut serta melakuka tindak pidana korupsi, Dan bagaimana tinjauan
pidana islam terhadap kasus korpsi tersebut.

Penclitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis bahan yang dipergunakan
adalah baban primer dan sekunder sedangken teknik pengumpulan data dengan
menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, bukuw, artikel, observasi, wawancara dan sumber lain
yang berkaitan dengan penulisan ini,

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam
memutuskan kasus Korupsi APBD Kabupaten Madiun, adalah tidak terbuktinya
sccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebgaimana dalam
dakwaan primaer, namun terdakwa terbukti secara sah dalam dakwaan subsidaer

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda sebesar
Rp. 50.000000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidek
dibyar maka akan digantikan (disvbsidairkan) dengan pidana kurucgan sclama 2
(dua) bulan,

Dalam perspektif hukum pidana islam Saksi tindak pidana korupsi oleh
SEKWAN Madiun disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya.
Artinya, kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman a7,

Scjalan dengan kesimpulan diatas, Disarankan kepada hakim yang beragama
Istam dapat memutuskan hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih mengarah pada
hukum Islam, walaupun hukum Islam tidak dijalankan secara utuh di negara ini,
tetapi ncgara Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam. Kepada
masyarakat diharapkan untuk bersama-sama memberantas korupsi dan melaporkan
jika ada individu yang melakukan korupsi demi kepentingan bersama.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belak=ng Masalah

Indonesia menurut lembaga survey infernasional Political and
Lconomic Risk Consultancy yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri
terkorup di Asia. Indonesia terkorup di aniara 12 negara di Asia, diikuti
India dan Vietnam. Thailand, malaysia, dan Cina berada pada posisi
kesmpat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat
korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.
Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25
derajat, sementara India 8,9; Vietman 8.67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5
derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.

Realitanya praktikal korupsi yang selama ini terjadi ialah berkaitan
dengan pemerintahan sebuah Negara atav public office, sebab esensi korupsi
merupakan prilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di
pemerintahan yang terletak pada penggunaan kekuasaan dan wewenang yang
terkandung dalam suatu jabatan di satu pihak dan di pihak lain terdapat
unsur perolchan atau keuntungan, baik berupa vang atau lainnya. Sehingga
tidak salah apabila ada yang memberikan definisi korupsi dengan ungkapan
“Akhdy al-Amwa Hukumah Bi al-Bathil’ apapun istilahnya, korupsi laksana
dunia hantu dalam kehidupan manusia. Mengapa diungkapkan dunia hantu,

scbab dunia hantu merupakan dunia yang tidak tampak wujud jasadnya, akan

! www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content.id. (19,Juli 2012)



tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Dunia hantu merupakan sebuah
ilusi-fant asi yang mengimplikasikan terhadap dunia ketidak jujuran,
kebohongan, dan hilangnya .ebuah kepercayaan. ?

Ketika mencari akar permasalahan dengan mempertanyakan mengapa
korupsi tidak permah padam bahkan selalu bertambah parah dengan
gunungan kasus yang tidak pernah jua terselesaikan sccara adil.l Alasan
mendasar adalah karena telah terjadinya dekadensi moral dan iman di
kalangan elit. Akhiak yang scharusnya mencerminkan orang berpendidikan
dan berderajat tinggi, namun malah seakan menjelma seperti orang miskin
yang mencuri harta orang lain untuk memenuhi urusan perutnya. Iman yang
tidak terasah dengan benar, semakin menjadikannya budak harta yang
kemudian melupakan Tuhannya. Mereka lebih cenderung mementingkan
urusan duniawi dibanding mempertimbangkan dampak akhiratnya. Schingga
mercka seakan tidak pernah takut dosa atas apa yang mercka lakukan.
Padahal dalam agama Islam praktik seperti penggelapan uang maupun
barang, suap-menyuap, maupun gratifikasi telah dilarang dengan tegas.
Walaupun perbuatan ini tidak dikategorikan secara hudud maupun gisas,
dimana ketentvannya dialihkan pada hukuman 7a’zr. Namun tidak menutup
kemungkinan bahwa hukuman /2 'zir ini dapat pula berbentuk hukuman mati
dimana pelaku korupsi dapat lenyap sclamanya dan menjadi pelajaran bagi

yang lain agar takut untuk berkorupsi.

2 ibrahim-muhlis.blogspot.cor/./normal-0-Fatse-false-False-en-us-x-n. Kamis, (03 Februari
2011)
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Yang beredar di dunia ini hleﬁlur-hl;m’l{ddk terdapat istilah yang
scpadzm' dengan Korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak
kriminal (ma’shiyat) dalam konicks ghulul (penggelapan), risywah (suap),
&hasab (penguasan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau
sceara paksa tanpa hak), sariqah (pencurian), dan khiyanah (pengkhianatan).

Scuara elimnologis, dalu @AMy al-Wasii bawa kata ghadul
berasal dari kata kerja (J% d), yang dapat diartikan dengan berkhianat

dalom pembanian hnrts e e — T C T S o
Galaim pemvagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain,

o

menyembunyikannya dalam  hartanya, Akan tetapi, dalam pemikiran
berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-
harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta bait al-mal, harta
milik hersama kaum muslim, harta hersama dalam suatu kerja hisnis, harta
negara, dan lain-lain, Berkaitan dengan ghulu/ Allah swt berfirman:’
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“Tidak mungkin scorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam wrusan rampasan

3 http://an-nuur.org korupsi-dalam-tinjavan-Figh, (05 Mei 201 1)



“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan
perang ito, Maka pada hari kiamat ia akap datang membawa aps yang
dikhianatkannya itu, kemudian tigp-tisp diri akan diberi pembalasan tentang
apa yang’ja kerjakan dengan Qen:ba,'asan) setimpal, sedang mercka tidak
dianfaya.” (QS. Al-Imran:161)

Skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah di Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun. Karena kebetulan penulis mendapatkan kasus
yang sesuai dengan judul skripsi penulis di Pengadilan Negeri Madiun.
Penelitian disini penulis mencoba menganalisa dari kasus tersubwt, apa
schenaniya yang melatar belakangi tindak pidana korupsi yang sampai saat
ini tiada henti-hentinya. Schingga dalam benak penulis muncul beberapa
masalah yang sesuai dengan kasus terseubut.

Yang menarik dari kasus tersebut adalah, seorang pablik figur
sebagai ketua dewan Kota Madiun dan wakilnya bekerja sama melakukan
tindka pidana korupsi yang jela- jelas dapat merugikan orang lain, dan dapat
merugikan orang masyarakat. Namun walaupun kasus tersebut tidak hanya
dilakukan oleh scorang saja, penulis dalam melakukan penelitian penulisaan
skripsi ini hanya fokus pada kasus wakilnya saja. hal menariknya lagi,
terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang boleh
dibilang jumlah nominalnya lumayan besar, namun terdakwa hanya dijatuhi
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan jika denda tersebut tidak diayar, maka akan digantikan

(disubsidairkan) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, padahal

pidana korupsi APBD yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya adalah,

4 http://an-nuur.org korupsi-dalam-tinjauan-Figh. (05 Mei 2011)



mclakukan pengelolaan dan penyerahan keuangan biaya pemeliharaan
keschatan sebesar Rp. 346.000.000- (tigaratus empat puluh epam juta
rupiah) bagi pimpinan dan anggota DPRD yang pembayarannya diberikan
dengan nilai tetap setiap bulan , tanpa bukti pertanggung jawaban yang sah.
Misalnya tidak didukung bukti pembayaran permi jaminan asuransi atau
bukti yang mendukung telah dikeluarkannya biaya pengobatan atau check up
yang scharusnya tunjungan terscbul diberikan apabila ada kegiatan
kedinasan yang didukung dengan bukti tagihan dari pihak ketiga ( tagihan
obat, tagihan pelayanan rumah sakit) sebagaimana diatur dalam pasal 27 pp
No, 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan
dacrah. Diantaranya juga terdakwa telah terukti melakukan pengelolan dan
penyerahan keuangan biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 381.600.000,- (
tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang realisasi
pengeluarannya berupa pembagian secara tunai kepada pimpinan anggota
DPRD yang tidak jelas kegiatannya, hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan pasal 27 pp No. 105 Tahun 2000. 3

Indonesia pada dasarnya telah mengatur secara spesifik kejahatan
korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Krorupsi. Bahkan dalam ketentvan pidananya tertulis ancaman bagi pelaku
korupsi adalah dihukum mati. Namun, pelaksanaan penegakkan undang-

undang ini belumlah tercapai maksud dan tujuannya, barangkali kasus

s http://an-nvur.org korupsi-dalam-tinjavan-Figh. (05 Mei 2011)



tersebut juga termasuk. Pemerintah seakan-akan saling melindungi apabila
ada oknum yang tertangkap korupsi, sehingga masalah ini tidak pernah akan
ada habisnya. ¢

Bahkan pemah ada secorang pengusaha berandai-andai begini:
scandainya ada sescorang memohon kepada Sang Pencipta, agar semua
koruptor di Tndouesia, besar, wenengdh, kecil, ditnusnalikan dari muka

bumi, lalu permohonan itu dikabulkan, apa yang terjadi? Jangan-jangan si

schingga korupsi di berantas habis, maka habis pulalah mereka yang disebut
pegawei negeri sipil atau militer mulai dari jakarta sampai plosok-plosok
terpencil di sudut-sudut  wilayah Indoncsia. Berhentilah pemerintahan di
Indonesia berhentilah seluruh kegiatan ekonomi? Ketika korupsi disebut
scbagai kebiasaan atau budaya sebagai akibat mentalitas bawaan yang
buruk, sesunggunnya pertanyaan ini merupakan apologi atau ketidak
mampuan memberantas korupsi. Korupsi discbut budaya Menganduonsesing
upaya pemamafaatan dan pembenaran atas kejahatan ini, bahwa semua orang
telah melakukannya. Jika asumsinya semua orang terlibat atan melakukan

kejahatan korupsi ( petty corrroption ), tidak berarti mereka diuntungkan

% Undang — undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Na.20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

’ http://an-nuur.org korupsi-dalam-tinjauan-Figh. (05 Mei 2011)

® HCB Dharmawan, Al soni BL de Rosari, surga para koruptor (jakarta: PT Kompas Media
nusantara2004), 14



karenanya. Hanya scdikit orang yang terlibat atau melakukan korupsi
mendap.at kan mamfaat yang adil atas kejahatan ini dan hanya sedikit orang
yang melakukan korupsi dengan sadar svatu pilihan yag baik. Juga hanya
scbagian kecil dari pelaku korupsi yang beruntung, sementara lainnya hanya
koruptor kelas teri yang ikut arus. Sesungguhnya koruptor kelas teri juga
merupaan korban dari sistem yang korup.

Adakalanya, mereka terlibat korupsi demi “membeli waktu” mereka
terpaksa terlibat korupsi dengan memberi uang suap agar urusannya lancar,
Misalnya seorang pegusaha yang membeli wakiu agar urusannya cepat
selesai sesuai dengan prinsip ekonomi. Lain halnya jika si pengusaha ini
degan scngaja melakukan kongkalikong guna memperoleh Konsesi, Proteksi,
Monopoli atau bentuk perlakuan istemewa lainnya dengan cara memberikan
uang suap. Juga ketika mereka secara melawan hukum tidak menjalankan
kewajiban membayar pajak dengan memberikan sedikit uang suap.

Sistem yang korup, sebagian besar orang semakin miskin dan
menderita, sehingga tidak logis jika Korupsi telah menjadi bagian kehidupan
yang diterima karcna bermamfaat bagi scbagian masyarakat. Scdangkan
kebiasaan yang menjadi budaya adalah suatu yang bermamfaat bagi sistem
kemasyarakatan oleh karenanya senantiasa berusaha dipertahankan
masyarakat dari goncangan dan perubahan. Sementara itu, korupsi itu seperti

virus yang dapat merusak sistem dan tatanan kemasyarakatan. Dengan

? ibrahim-muhlis.blogspot.com/./normal-0-false-false-false-en-us-x-n. Kamis, (03 Februart
2011)



demikian merajalelanya korupsi menunjukkan ketidak berdayaan masyarakat
untuk niengatasinya, schingga mereka terpaksa larut di dalamnya. Karena
ketidak mampuan ini muncul berbagai bentuk apolegi dan alasan
pembenaran yang seolah-olah berusaha mencrima dan memahami korupsi
schagal fenomina sosial yang tidak terhindarkan ( nacessary evil) scperti
pelumas yang berguna melancarkan kerja mesin.®

Di era Presiden Socharto, dibentuk tim pemberantasan korupsi (TPK)
yang diketuai oleh Jaksa Agung. Hal ini, dibentuk Komite Empat yang
terdiri dari tokoh tua yang bersih scrta dibentuk operasi tertib yang diketuai
oleh Socdomo. Seperti sebelumnya, Icmbaga tersebut lambat bekerja dan
tidak maksimal hasilnya.Di era reformasi pemerintah mengeluarkan UU No.
28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara (KPKPN) dan lembaga
ombudsman. Tapi sayang, dua badan itu juga tidak maksimal dalam
melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 12 Mei 2005, Presiden Susilo Bambag
Yudoyono (SBY) mementuk tim korordiasi pemberantasan tindak pidana
korupsi ( Timtas Tipikor), masa tugasnya dua tahun. Ada dua tugas yang
dicmban tim yang di ketuai Hendarman Supanji, Jampidsus Kejaksaan
Agung itu. Tugas pertama, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan
penuntutan sesuai dengan ketentuan hulum acara yang berlaku. Kedua,
mencari dan menangkap pelaku yang di duga keras melakukan tindak pidana
korupsi serta menelusuri asetnya untuk mengembalikan kevangan secara

optimal. Presiden Susilo Bamang Yudoyono (SBY) telah menyerahkan

** Egginsudjana,, Republik Taapa Kpk Karuptor Harus Mati(Surabaya:Ip books 2008) 34-36



berkas dugaan korupsi 16 instansi pemerintah kepada tim tersebut. Scbagian
besar adalah korupsi di BUMN. Kepada anggota timtas tipikor, perside
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) wanli-wanti untuk segeia bekerja
maksimal dan melakukan langkah nyata. Tidak discbutkan oleh seminar atau
talakshow di berbagal daerah. Timtas Tipikor memang strategis untuk
mensinergikan keeja berbagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan
korupsi, seperti badan pemeriksaan keuangan dan (BPKB), Kepolisian, dan
Kejaksaan, !

Melihat scpak terjang para penyelenggara negara ini, scjak era
Presiden Sukarno, dengan dibentuknya panitia retomg eparatur negara yang
bertugas melakukau pendataan kekeyaan para pejabai. Juga Operasi Budhi
yang bertugas meneliti secara mendalam tentang korupsi di lembaga-
lembaga yang rawan melakukan korupsi. Selanjutnya pada era Prosiden
Socharto dengan dibentuknya tim pemberantas korupsi ( TPK ) yang
diketuai olch Jaksa Agung. Komite Empat yang terdiri dari tokoh tua yang
bersih serta operasi tertib. Kemudian, di zaman Presiden KH.Abdurrahman
Wahid (Gus Dur), dibentuk KPKPN dan Lembaga Ombusdsman, dan
sckarang Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan penuh
semangat membentuk Timtas Tipikor.?

Masa-masa scbelum Presiden Susilo Bambag Yudoyono (SBY),

bukan hanya komisi-komisi independen yang banyak dibentuk oleh

" Nucul Irfan,, korupsi dalam hukum pidana islem (jakarta: amzah 2011) 10

2 tbid, 10-11



10

tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi,
Masa UU No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971, 19 TNLRI 2958) Tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, Masa UU No. 31 Tahun 1999 \LNRI
1999-40; TNLRI 387) Tentang peberntasan tindak pidana korupsi kemudian
diubah menjadi UU No0.20 tahun2001,134; TNLRI 4150)tentang perubahan
atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika melihal upaya pemerintah dari pemerintahan sebelum Susilo
Bambag Yudoyono (SBY) sampai saat ini, sepertinya cukup maksimal,
namun disini yang menjadi pertanyaan mengapa faktanya ternyata masih
banyak juga para pejabat negara yang masih berani untuk melakukan tindak
pidana Korupsi tersebut. Apakah karena memang dari sistem yang kurang
mendukung, misalnya jika ada yang terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi namun sanksinya tidak begitu sesuai dengan apa yang mereka
lakukan, sehingga tidak bisa memberikan cfek jerah.

Degan demikian, karya ini hadir scbagai bahan perbandingan dalam
melihat pandangan Figh Jinayah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana korups, dan juga pandangan dari hukum pidana positif
Indonesia dalam mengawasi dan pemberian ancaman hukuman bagi pelaku

korupsi.

" Nurul irfan, M. Ag, korupsi dalam hukum pidana islam (jakarta: amzeh 2011) 12
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B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
j.udul skripsi ini terdapat beberapa varlabel yang muncul berkenaan
dengan Tindak Pidana Korupsi. Agar tidak kelvar dari masalah maka perlu

dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:
1. Sanksi hukum dalam kasus korupsi APBD di kabupaten Madiun

2. Kinerja hakim dalam memutuskan perkara kasus korupsi APBD kabupaten

Madiun.

3. tinjauan Figh lJinayah terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009 di

Kabupaten Madiun.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya

meliputi:

1. Pertimbangan hakim PN Kota Madiun terhadap Kasus tindak pidana

korupsi APBD Oleh SEKWAN Kota Madiun
2. Sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009.

3. Tinjavan Hukum Pidana Positif dah Hukum Islam terhadap tindak pidana

korupsi APBD 2009,

C. Rumusan Masalah

Berbagai latar belakang, identifikasi masalah di atas dan juga
batasannya, maka rumusan masalah yang akan menjawab dalam proses

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana pertimbangan Hakim PN Kota Madiun terhadap kasus yang

dilakixkan oleh sekretaris Dewan DPRD Kota Madiun?

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009
Kabupaten Madiun oleh sekretaris Dewan tentang ikut serta melakuka

tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana tinjauan Figh Jinayah terhadap kasus diat as?
D. Kajian pustaka

Penulis mencmukan sebuah hasil penelitian yang agak sedikit
mempunyai kesamaan dengan judul skripsi yang penulis tulis. Yang mana
Penelitian ini  dilakukan oleh Rahmat Whyudi yang membahas tentang
bagaimana konsep hukum Islam dan hukum positif di Idonesia tentang
korupsi dan bagaimana hukumannya, serta membahas juga perbedaan dan
persamaan hukum antara hukum Islam dengan hukum positif mengenai
tindak pidana korupsi , bahwa didalam karya tulis ini penulis menerangkan
tindak pidana korupsi menurut undang-undang no. 3 tahun 1997, dan tindak
pidana pencurian  besar menurut hukum Islam. Kemudian perbandingan
antara tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut dalam hukum
Islam.” Dari kesimpulan karya tersubut tindak pidana pecurian dan tindak

pidana korupsi ada kesamaan yaitu dalam pengambilan harta milik orang lain,

" Rahmad Wahyudi, “ Srudf Konparatif Tentang Tindak Pldana Korupsi Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Positif Diindonesia” skripsi, (LAIN 2001, fak systi’ah jurusan PMH)
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Judul yang penulis angkat “Tinjavan Figh Jiayah Terhadap Putusan
PN Tent‘ang Korupsi ( Studi Kasus Korupsi APBD 2009 Olch Sekwan Di
Madiun) ", berkaitan dengan judul tersebut. Penulis merasakan bahwa hal
tersebut belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Namun penulis juga mencmukan karya yang juga mempunyai sedikit
kesamaun dengan judul skripsi yang penulis tulis yaitu yang dilakukan oleh
Achmad Masrukhin yang menuliskan tentang apa dan hagaimana rumusan
korupsi menurut hukum Islam, dan bagaimana menurut UU. No3 dan no 31
th 71 dan UU No 31.th 99. Bagaimana proses penyidikannya menuiut Uy, no
3th 71 dan No 31 th 99 serta bagaimana menurut KUHP, Serta bagaimana
tinjauan hukum Islam mengenai penyidikan tindak pidana korupsi, dan karya
ini dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
dapat dilakukan dengan, memeriksa seluruh harta kekayaan pelaku untuk
mendapatkan kejelasan tentang harta sendiri dan hasil korupsinya, kemudian
dilakukan perbandingan dengan cara pemeriksaan yang ada dalam hukum
Islam." Juga dengan apa yang ditulis olch Umi Zubaidah dalam karyanya
bimbingan dan peyuluhan agama dengan trapi realitas dalam mengatasi
depresi. Stadi kasus tentang sorang ibu yang suaminya koupsi yaitu seorang

ibu yang suamiya pejabat, dan pidana karena meclakukan tindak pidana

™ Achmad Masruchin, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam
Dan Undang-Undang No. 3 Th 1971, skripsi (IAIN, 2000, fak syari’,gh"jumsan SJ)
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korupsi schingga ia mengalami depresi, kemudian diberikan terapai agama
dengan benyuluhan dan mavidah schingga dapat menguatkan imannya
kembali. Kemudian juga ada sedikit kasamaan dengan skripsi yang punulis
tulis yaitu karya TRISTRIANTO mahasiswa syari’ah IAIN sunan ampel
surabaya dengan judul * Tinjavan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadsp
Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Serta Sanksinve” dalam
karya ini membahas menurut hukum Islam sanksi hukum yang diberikan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dihukum had, yaitu dipotong
tangan atau dihukuwm te’zir dimana hukum diberi wewenang untuk memilih
dari hukuman yang paling ringan sampai yang palig berat dan menentukan
mana diantara hukuman terscbut yang pantas dijatuhkan, yaitu bisa hukuman
mati, cambuk, tahanan pengasingan, salib, ancaman, atau denda. ** Hal yang
membedakan dengan skripsi yang penulis tulis tulis adalah karya terschut
menggunakn kajian pustaka sedangkan skripsi yang penulis tulis berdasarkan

peelitaian dilapangan.
E. Tujuan Peneclitian

Berdasarkan latar belakang, fokus dan rumusan masalah tersebut di

atas, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun dalam menangani kasus sekretaris dewan DPRD Kota

Madiun.

¥ Tristianto, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tipdsk Pidans Korupsi
Oleh Penyclenggara Negara Serta Sanksinys, skripsi IAIN sunan ampel surabaya 2007
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2. Untuk mengetahui Sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi APBD
2009.Kabupaten Madiun oleh Sekretaris Dewan tentang jkut serta

melakukan tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengetahui pertimbangan pidana Islam terhadap kasus sekretaris

dewan di Kota Madiun.
F. Kegunaan Penclitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam segi

akadcemis baik secara teoritis maupun praktis, antara lain scbagai berikut:

1. Dari segi teoritis, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam arti memperluas dan memperkaya khasanah pengetahuan pesulis
tentang bagaimana tindak pidana korupsi APBD 2009 Tentang ikut serta

melakukan tindak pidana.

2. Dari segi praktis dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa. Seria
bermanfaat bagi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Jinayah.
G. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami
pokok judul Skripsi yang penulis tulis, perlu penulis memberi penjelasan agar

jelas dan mudah dipahami dari judul “Tinjavan Figh Jinayah Terhadap
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Putusan PN Tentang Korupsi (Studi kasus Korupsi APBD 2009 Olch Sckwan
di Kota 'Madiun.)" dengan nomor perkara 339/pid, sus 2010 Pn.Kd.Mn,
mengalami revisi judul beberapa kali namun di akhir ujian skripsi ditetapkan

dengan judul tersebut.

Kasus yang penulis teliti yang scsuai dengan judul  skripsi yang
penulis angkat, menemukan di pengadilan Negri Madiun., Yang dimaksud
dengan kasus korupsi APBAD pada kasus tescbut adalah tindak pidana
korupsi APBD, yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang dilakukan olch
Ketua Dewan Kota Madiun yang kemudian dilanjutkan olch sckretarisnya.
Kasus korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, Namun kasus
tersebut juga dilakukan oleh sekretarisnya yang juga terlibat ikut serta
melakukan. Sehingga amar putusan yang penulis teliti dalam kasus terscbut
berbunyi “Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Sccara Berlanjut”
Namun dalam penclitian disini penulis hanya fokus pada kasus yang

dilakukan oleh sekritarisnya saja.

Yang dimaksud dengan kajian figh jinayah adalah, pada kasus
tersebut penulis mencoba mempelajari antara pertimbangan hakim PN Kota
Madiun dalam memutuskan perkara tersebut. dan bagaimana juga dalam

kajian hukum positf dan hukum pidana Islam.
H. Metode Penelitian

Upaya untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis

menggunakan sumber penelitian yaitu:
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1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka
jenis penclitian ini di kategorikan sebagai penelitian lapangan (field
research). Hakekatnya, penelitian lapangan merupakan tipologi penelitian
untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di

tengah kehidupan masyarakat. ¥’

Bentuk penelitian pada penulisan skripsi ini adalah kualitatif, Yaitu
ciri khas Cirk khas dari metode ini adalah mencari data dan objek yang
diteliti, sehingga memahami masalah secara utuh." Sedangkan metode yang

digunakan adalah metode diskriptif analisis.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak
pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Jika dirinci data yang akan

dikumpulkap antara lain :

a. Putusan PN Kota Madiun, dan juga buku-buku hukum islam yang
berkaitan dengan kasus terscbut, salah satu contohnya misalnya buku
yang berjudul Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Karya Dr. H. M.

Nurul Irfan, M. Ag.

17 Mardalis, metode penelitin suatu pendekatan proposal, (jakarta: bumi aksara, 1995),28

* Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif] Ancangan Metodologi, Presentasi, dan
Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa dan Peneliti Bidang-Bidang Sosial, Pendidikan dan
Humaniora, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 177
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dan skripsi-
skripéi yang sedikit ada kesamaan dengan skripsi penulis misalnya karya
Tristianto, tinjavan hukum islam dsn hukum positif terhadsp tindak
pidana korupsi oleh penyelenggara negara serta sanksinya, Skripsi 1AIN
sunan ampel surabaya, 2007,

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan sescorang yang dijadikan
responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk
undang-undang statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian

tersebut, B
Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :
a. Baban Primer

Bahan primer yaitu bahan yang diperoleh sccara langsung dari
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berupa udang-undang tindak pidana
korupsi, ptusan. Kemudian Wawancara, dimana wawancara yang dilakukan
penulis dengan hakim dan panitra yang menangani perkara tersebut, Sehingga
akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan

informasi yang penting.

1% Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek), (Jakarta: Rineka Citra, Cet
V, 200610
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b. Bahan Skunder

Bahan sekunder adalah bahan yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.'’

Bahan yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan
scbagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang

ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas diantaranya :

Undang - undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Egginsudjana, M.S1., Republik Tanpa Kpk Koruptor Harus Mati

(Surabaya:Jp books 2008)

H. M. Nurul irfan, M. Ag, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (jakarta:

amzah 2011) hal 10-11

Pius A Partanto M. Dahlan al barry, Kamus Ilmiah Populer (

yogyakarta: arkolal 994)hal 97

H. Ahmad wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam

Fikih Jinayah

Achmad Masruchin, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut
Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 3 th 1971, Skripsi (IAIN, 2000,

Fak Syari’ah Jurusan Sj).

1 Sugiyono, Metode Penelitian., (Jakarta: Ul-Press, 1986) 225,
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4. Teknik Pengumpulan Data
" Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, digunakan analisis
kualitatif. Sebagaimana pendapat Scerjono Sockanto.® dalam penelitian
lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau
bahan pustaka, pengaratan atau observasi, dan wawancara atau interview.
Dimana penulis mengumpulkan data yang berasal dari Pengadilan Negeri
Madiun berupa Putusan, Selain itu, penulis juga melakukan wawacara

kepada panitra yang menngani perkara tersebut.
a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian
hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum
selalu bertolak dari premis normatif, !

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum, diantaranya
Putusan PN Kota Madiun, dan buku-buku yang berkaitan dengan kasus

tersebut.
b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, penelitian ini berinteraksi secara
langsung melalui tanya jawab dengan Hakim dan Panitera yang

menangani kasus tersubut, yaitu kasus korupsi APBD 2009. Dengan

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986). 17

2 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2010) . 68
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pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan sanksi

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan oleh penulis terkumpul
semua, dan sudah diolah sesuai dengan teknik pengolahan data yang
digunakan oleh penulis, kemudiaan data-data tersebut dianalisa secara
kritis dan mendalam.

Menurut sugiyono “Analisa data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.**

Adapun untuk manganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode
analisa data dengan mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang
terkait dengan subjek atau objek penelitian secara objektif dan apa adanya.
Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan Kasus

korupsi APBD 2009 Di Kota Madiun.

% Sugiyono, Metode Penclitian. , (Jakarta: Ul-Press, 1986), 224
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1. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan sctiap bab
terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis
sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, schingga tidak berdiri sendiri
tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang

menyeluruh.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat bab ini diuraikan latar
belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka,
definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-
cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai

uraian yang terakhir imengenai sistematika skripsi.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini berisi studi teoritis mulai
mengupas tentang tindak pidana korupsi dan penguraian dalam hukum pidana

Islam

Bab III: Deskripsi. objek penelitian, Pada bab ini memuat deskripsi
putusan PN Kota Madiun tentang kasus Korupsi APBD oleh Sekretaris

Dewan Kota Madiun.

Bab IV: Analisis. Pada bub ini berisi tentang analisa hukum pidana

Islam terhadap tindak pidana korupsi sekretaris dewan PN Kota Madiun.



23

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai
segala sesuaty yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-

saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi.



BABI

TINDAK PIDANA KORUPSE DALAM KAJIAN FIQH JINAYAH

A. Sclayang Pandang Figh Jinayah

1. Pengertian Figh Jinaysh

Figh jinaysiitexdiri dari dua kata, yaitu figh dan jinayah. Pengertian figh
secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafyahu, fighan, yang berarti
mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian figh secara istitah (terminofogi) figh
adalah ilmu tentang hukum- hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil- dalil

yang terperinci, '

Adapun jingyah menurut bahasa (ctimologi) adalah nama bagi hasil
perbuatan sescorang yang buruk dan apa yang diusahakan.’ Scdangkan jinayah
menuryt istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’

baik perbuatan terscbut mengenai jiwa, harta atau lainnya.}

Menurut istilah figh, jinayak adalah pelanggaran yang dilakukan oleh

scorang terhadap hak Allah atau larangan Allah hak-hak manusia dan hak

! Abdul wahab kaltaf. Iimu Ushul Al-Figh. Ad Dar Al Kuwaitiyah. (Cetakan VIil. 1968). 9

? Abmad Wardi Muslich. Pengantar Dan Asas Hukum Islam. Figh Jinayah (jakaria:sinar grafika
2006) 11

3 Abdul Qadir Audah. At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy. Dar Al Kitab Al Araby,( Beirut.1968) 6.

24
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binatang di mana orang yang melakukan wajib mendapat/ diberi hukuman yang
scsuai baik dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain di scbutkan bahwa
jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana/ kriminal) seperti
membunuh, melukai sescorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang. *
Keberadaaan hukum jinayah dalam syariat Islam didasarkan kepada nash al-

Qur’an antara lain adalah:

e ” 35: 4 . S2E 2 aé_,,q: - I A ),’
(50 0585 femla) o T H1E 5 50> P U BN

“ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bag:’mu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. ( Al- Bagarah 179)"

“sgig’a", "",""-,‘i > &7 /_, }GT rtT’-'.« 2,97 ) 9"‘ f
. o ] ) Lau s ‘11
O 2elshl A Ny ) Jpl L oFin ST o
’-&’J A 2 di “@ M [ ' ’&9, e ‘ﬁd v o 5-., o v r, -

“ o - 4 L8 3 R . -t

—y

P : i G z /gl&q a4 5 - P A
) }‘*:“—‘Jq“u‘u-fbtéfub 190 PR (ke O

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mercka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
Sehahagion apa yang telah diturunkan Allah kepsdamv. Jika ticreka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allsh), Maka ketahuilah bahws Sesungguhnyas
Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mercka disebabkan

* Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam . (jakarta:sinar grafika 2006). 527

3 Kementrian Agama R1, 2)-Qur, a0 Tejemahan Indogesia { Bandung: PT Sygma.) 27
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sebahagian doss-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah
orang-orang yang fasik.(QS AL-Maidah 49F

- 4 Arowr 0o 7 Y 3 |
VO A mh LG eS|
-

?L«M‘WJ Coah LD 65 s

“Maka demi Tuhammu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mercka persclisibkan, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mercka sesuatu keberatan terhadap putusan yang
kamu berikan, den mereka menerima dengan sepenubinya. (QS. An- Nisa’ 65)'°

”

t A

Tosk Y &g

-
e
T

& Lag

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian figh jinayah
itu adalah ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum syara’ yang berkaitan
dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang
diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian figh jinayah (hukum pidana Islam)
terscbut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif
(hukum hasil produk manusia). Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah

serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.®

Namun antara hukum pidana Islam dengan hukum positif tetap ada

perbedaan diantara keduanya itu:

 Kementrian Agama RI, al-Quz an Tegjemaban Indonesia ( Bandung: PT Sygma.) 116

7 Kementrian Apama R, a/-Qur,an Terjemahan Indopesia ( Bandung: PT Sygma.) 88

8 Musthafs Abdullah, dkk. Jntisari Hukum Pidapa( Jskania: Ghalia Indonesia. 1983), 9-10
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a) Hukum pidana Islam lebih mengarah pada pembentukan akhlak dan budi
pekerti yang tuhur, schingga sctiap perbuatan yang bertentangan dengan
akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukum Islam. Sedangkan hukum
positif, atau yang dikenal dengan undang-undang hanya mengarah pada apa
yang menycbabkan kerugian secara langsung bagi perseorangan atau
ketentraman masyarakat, dan tidak mengarah pada akhlak atau budi pekerti,
schingga jika tidak menimbulkan kerugian secara langsung, walaupun

bertentangan dengan akhlak maka itu tidak dianggap tindakan pidana.

b) Hukum positif (undang-undang) merupakan buatan/ produk manusia,
sedangkan hukum pidana Istam bersumber dari Altah {wahyu) yang ditetapkan
di dalam al-Qur’an dan al-sunah, yaitu jarimah hudud dan Jarimah qgisash. Ada
pula hukum yang diserahkan kepada ulil amri, yaitu jarimah ta’zir dengan

berpedoman Al-Qur’an dan Al-Sunnab’,

Dalam kontcks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Pengertian
Jarimah sccara bahasa (etimologi) adalah melakukan setiap perbuatan yang
menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). '°

Sedangkan menurut istilah (ferminologi) scbagaimana dikemukakan olch imam al

? Ahmad wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah (Jakarta:Sinar
Grafika 2006). R

10 ibid. 9
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Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam

oleh Allah dengan hukuman fad atau ta’zir.
2. Fungsi dan Tujuan diterapkannya Hukuman

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan kepada seseorang
atau kelompok oleh syara’ scbagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar
ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan

masyarakat serta melindungi kepentingan individu.'!

Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam

syariat Islam adalah sebagai berikut:
a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar
ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus
melakukan jarimah tersebut dan menahan orang lain untuk tidak berbuat jarimah
scrta menjauhkan  diri  dari lingkungan jarimahtujuan  hukuman adalah
pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan
tujuan tersebut., tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang dipertukan, dengan

demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman, Apabila

1 Ahmad wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jina yvah (jakarta:sinar
grafika 2006), 9
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kondisinya demikian maka hukuman yang diberikan (terutama hukuman 14 ’zir ),

dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat jarimah yang diperbuat. 12

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia berubah menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.
schingga penjavhan manusia terhadap jarimah bukan karcna takut akan hukuman
mclainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta
menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapat ridha Allah. Kesadaran yang
demikian keadaanya tentu merupakan alal yang paling baik untuk memberantas
jarimak, karcna sescorang scbelum berbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan
tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya baik di dunia
maupun diakherat, baik perbuatannya itu diketahui orang atau tidak .® Schingga
dari ini dapat merubah atau memperbaiki akhlak manusia yang semula tidak

terpuji menjadi akhlak yang terpuji atau luhur .

3. Macam-Macam Jinayah
Pada dasarnya dan yang ditinjau dari segi berat ringannya hukuman
diantaranya adalah Qisas (pembalasan) dan Diaf (denda). Hukum gisas adalah

pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan

®Ahmad wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah (jakana:sinar
grafika 2006). 136

¥, Ahmad Vanafi, Asas-Asas Hukum Islsm Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 255
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badan. Adapun dalil yang mendasari hukkun gisss diantaranya adalah QS. Al-

Maidah 45

ZaT uujb Tl U.J,Jb A &f [0 ("!ﬁ"c (5,
o Bl 735205 S3b el w%fb A N
sgt v f : Y

“Dan Kami telah tetapkan lerhadap mercka di dalamnya (At Taurat) bahwasan ya

Jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (nenjadi) pencbus
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menuvrut apa yang
diturunkan Allah, Maka morcka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al
Maidah 45)™

— S - . f L A P e
@M@m S48 SIS 055 (6 028T

¥ Kementrian Agama RJ, al-Qur,an Tegemahan Indonesia ( Bandung: PT Sygma.) 115
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunub; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita denagan wanita, Maka Barangsiapa yang mendapat
sualu perna‘afan dari saudaranya, hend~klah (vang mema'‘afkan) mengikuti dengan
cara yang baik, den hendaklah (vang diberi ma af) membayar (diat) kepads yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian ity adalah svaty
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rabmat Darangsiapa yang niclampaui
batas ;‘;esuda/] itu, Maka baginya siksa yang sangat pedilbf111]. (QS. Al-Bagarah
178)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam men-gisas adalah:

a) Pembunuh yang melakukan Qisas harus sudah dewasa, berakal, merdeka dan
scagama,

b) Qisas pada anggota-anggota badan harus scjenis, misalnya tangan dengan
tangan dsb.'®

Sedangken diyat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa
barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukun diad sebab membunuh
atau melukai seseorang, Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan
dengan tidak disengaja atau pembunuhan karcna kesalahan, Adapun dasar dalam

hukum drat adalah

Pl 5'. .Fg £ ~ £ ~” ] v Ry ] - g
. - 6 < -~ » T & ’w v" ' “? ’J “w e 2 :‘
¢ ):LQ l}S.L‘,A.g Ql ’! z._il.ml ( !5‘ 4_3’_3 ’g..../o.;,a :/L..‘.‘ “jég,...“_

' Kementrian Agama Rl, al-Qur,an Terjemaban Indonesia ( Bandung: PT Sygma) 27

' Moh. Anwar. Figih Islan. (jakarta: PT Raja Grafindo) 225

I
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92. Dan tidak layak bagi scorang mukmin membunul seorang mukmin (vang
lain), kecuvali karcna icrsalah (tidak sengaja)f334), dan Barangsiapa membunuh
scorang mukmin Karer:a lersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diatf335) Yang discrahkan kepada
kelvarganya (si terbunub itu), kecuali jika mercka (kelvarga terbunnh)
berscdekah[336]. jika ia (si terbunub) dari kaum (kafir) Yang ada Perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklsh si pembunuh) membayar
diat yang discrahkan kepada kelvarganya (si terbumuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehn vaf337] Maka
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan
taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,
(An-Nisa’ 92)'7

sebab- scbab yang menimbulkan diat adalah'®:;

1) Karena diampuni dari hukum gisas dari keluarga/ ahli waris si korban, dan

hanya menghendaki dengan diat saja. Yaitu diatnya 100 ekor unta.hukum

Y Kementrian Agama Rl, al-Qur,an Terjemahan Indonesia { Bandung: PT Sygma) 93

*® Moh. Anwar. Figih Islan. (jakarta: PT Raja Grafindo 226
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2) Dimana pelaku pembunuhan lari, namun telah diketahui orannya, maka beban

diatnya ditanggungkan kepada keluarga atau ahli waris pelaku.
3) Karena susahnya melaksanakan qisas, scperti:

a) Ma’munah, yaitu melukai sampai kekulit tenggorokan atau otak. Diatnya 33

ckor unta lebih (1/3 dari diat membunuh)

b) Ja’ifhah, yaitu luka berat sampai kedalam perut. Diatnya 50 ekor unta (172

dari diat membunuh)

¢) Munaqgilah, yaitu luka sampai inenglihkan tulang atau memecahkannya,

Diatnya 15 ekor unta lebih (1/6 dari diat membunuh)

d) Mudhihah, yaitu lika sampai kelihatan tulang. Diatnya 5 ekor unta 1720/

dari diyat membunuh)

Rincian diat 100 ekor unta bagi pembunuhan khata’ dibagi 5 macam, ,
yaitu 20 ekor unta higqah (unta umur 3 tahun), 20 ckor unta jadza’ah (unta umur
4 tahun), 20 ckor unta bintu makhad (unta betina umur lebih 1 tahun), 20 ekor
unia ibnu labun (unta jantan umur lebih 2 tahun), 20 ekor unta bintu labun (unta

betina umur lebih 2 tahun).

" Tara Mizi, at,al ukuran takaran/ sukatan, jarsk/Tuas dun timbangan dalam bhukum syara'i
meaurut standarisasi internasional, ( Samalanga : LPI Mudi Mesra Samalanga, 2006 ) 15
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Hukum gisas dan hukum diat, keduanya merupakan hukuman yang telah
ditentukan‘olch syara’, Hukum qisas di berikan kepada pelaku pengerusakan
badan, akan tctapi dapat pula hukuman tcrsebut berupa denda (diyat). Menurut
H.Moh Anwar mencgaskan bahwa : hukuman yang dijatuhkan ,ialah dengan
kisas atau diat tergantung kepada scbab-scbab terjadinya perusakan karena di

scngaja atau tidak di scngaja, 2°
Dengan demikian ciri khas dari jarimah qisas dan diat adalah:
8) Hukumanya sudah tentu dan terbatas (sudah ditentukan oleh syara’)

b) Hukuman tersbul merupakan hak perseorangan (pihak korban berhak

memberikan pengampunan terhadap pelaku.
B. Unsur-unsur korupsi Menurut Hukum Islam

literatrur Islam secara umum tidak ditemukan sebush istilah yang
mengandung makna korupsi secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan
tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi dalam hukum indonesia dan
bedasarkan konsep-konsep kejahatan maliyah dalam figh, terdapat tiga unsur

utama yaitu:*'

* Moh. Anwar. . (jakarta: PT Raja Grafindo) 240

2! NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dap Figh, ( Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi. 2006), 107.
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1. Adanya Tasharruf yaitu perbuatan yang berarti menerima, memberi dan

mengambil.
2. Adanya pengkhianatan, terhadap amanah kekuasaan.
3. Adanya kerugian yang ditanggung olch masyarakat luas atau publik

Beberapa unsur korupsi diatas menunjukkan kedekatan kejahatan ini
dengan beberapa kejahatan menyangkut harta benda yang sudah ada datam figh

anlara lain :

1. Dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah korupsi
sangat dekat dengan pencurian, Sccara etimologis, mencuri adalah perbuatan
sescorang yang mendatangi tempat penyimpanan suatu benda, lalu ia
mengambil sesualu yang bukan miliknya. Sedangkan secara terminologis
mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanan dengan syarat - syarat terteatu. ZAl-
Sayyid Abu Bakr mengatakan, bahwa mencuri adalah mengambil harta secara
sembunyi-sembunyi schingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan

secara langsung,

# Ibn Manzhur, lisanul Arab, ( Beirut : Darut Fikei, 1990 M/ 1410 H ). 156

2 Abu bakr, As-sayyid, Janathuth Thalibin( Beirut : Darul Fikr. ).15
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Menurut Ahmad Barlusi ( Umairah ) dalam kitab Mahali mencuri adalah:
mengambil sesuatu atau harta secara scmbunyi-sembunyi dari pada tempat
penyimpanan yang bukan harta syubhat, Ahad Barlusi menganggab perbuatan
mencuri adatah perbuatan yang berdosa karena mendhatimi, beliau menambahkan
Pencuri harus membayar barang curian jika barang yang dicuri itu barang yang
berharga, jika barang curian itu sampai nisab pancuri harus dipotong tangangnya.

* Namun perbedaan disini yang sangat fundamental adalah:

pencuri mengambil harta milik seseorang atau milik publik/ Negara.
Sedangkan korupsi sering terjadi pada mengambil harta milik negara, Harta yang
dicuri umumnya berada di tangan orang lain sedangkan harta yang dikorupsi pada

umumnya berada dibawah kendali koruptor,

2. Dari sisi melibatkan kekuasaan Korupsi sangat dekat dengan risywah, Di
dalam kitab Ianathut Thalibin .as-Sayyid Abu Bakr mendifinisikan risywah

scbagai berikut:
Gady AN G 20 51 G2 iy A AT U e 5

“Risywah adalah memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak
benaritidak adil, atau untvk mencogah putusan yang benar/adil”’®

# Jalaluddin Muhammad Minkajuth Thalibin{ Singapura- Jeddah Indosesia: Al- Haramain,
).187

» Abu Bakr As-Sayyid, Janathuth Thalibin, ( Beirut : Darul Fike, ), 232.
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Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh Al- Jurjani dalam
kitabnya at-Ta'rifat. Lazimnya risywah terjadi dalam dalam kasus peradilan
sehingga para fugahak sering membahasnya dalam kontcks peradilan, namun
dalam salah satu hadis yang dikutip oleh al-Sayyid Abu Bakr dalam kitab
Panathut Thalibin teryata ia juga diharamkan dalam kontcks penguasaan

Negara, ia mengatakan ;
(4l 45 e (Ol v sk damiall AT Sasa 3
@ o - . o . 4o » o s . . -, " .
e)\l‘:gwij‘ ;a.af—a)i)o -g‘ﬂ‘}“ A9 9~ OUQ;.“ L.ﬁ.)h ?L"J

R

Sesungguhnya hadits tentang pengharaman memberi hadiah kepada
penguasa. sahih, sebagiannya adalah sabda Rasulullah SAW; Memberi hadiah
kepada penguasa dalam satu riwayat disebutkan “umara” adalah perbuatan
khianat. Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadits
tersebut adalah pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan
diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum mustimin.?’

Karena scorang pemimpin diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin

2. Abubakr as-Sayyid, janathuth Thalibig, jilid IV, { Beirut : Darul Fikr, ) 233

*7 Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad, Ar-Tva rifar,( Bairut : Dar al-Fikr), 111
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umumnya. Kekhususan untuk boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi

Rasutullah, karena beliau bersifat masham (terpelihara)
3. Dari segi penggelapan harta publik, korupsi sangat dekat dengan ghulul

Diantara beberapa konsep kejahatan harta benda (malivah) yang ada
dalam fiqh ghulu/ mempunyai karakteristik yang paling dekat dengan korupsi,
karcua baik korupsi maupun ghefu/ sama-sama melibatkan kekuasaan dan
menyangkut harta publik serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada dalam

maupun diluar kekuasaan.”

Menurut Tbn Hajar el-Asqalani, Al- Ghulul berarti al-khivanah £ al-
maghnan yaitu khiyanah dalam harta rampasan.®® Ibn Qutaibiyah berpendapat
bahwa dinamakan al-ghulul karena orang yang mengambil harta rampasan

perang, meyembunyikan harta tersebut, ¥

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat
dipahami bahwa al-ghulul adalah khianat, Maksud khiana: disini adalah

mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi.

2 Abu bakr as-Sayyid, Janathut Thalibip, jilid IV, ( Beirut : Darul Fikr, ), 229.
? NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Figh,Cet. 1, ( Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi. 2006), 110,

% Ibn Hajar al-Asqalany, Fah al-bary bi syarhi al-Bukhari ,Jilid. VI ( Kairo : Dar al-biyah lil al-
turats, 198R) 215.

3 Masdar F.Mau’ udi,et al, Figh Korupsi, Amanak Vs Kekuvasaan, { Mataram ; Solidaritas
Masyarakat Trasparasi NTB. 2003) . 284.
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Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan

sesuatu yang diinginkan.

Jalaluddin al-Mahalli mengatakan orang yang mengambil manfaat pada
harta titipan itu merupakan perbuatan khianah. Harta Negara merupakan
titipan yang sudah di pundak pada orang-orang yang sudang menjadi aparatur
Negara. Tenn al-ghuly! banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta
rampasan perang(ghanimah) sccara diam-diam sebelum diadakan pembagian,
Dalam pengertian itu term al-ghulut dinyatakan al-qur’an ( dengan mengunakan
kata ghalla, yaghullu, dan yaghlu)dalam surat Al ‘Imran ayat 161 sebagai

berikut :
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“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari
kiamat ia akan datang membawa apa yang dikbianatkaanya itu, kemudian tiap-

% Jalaluddin Muhammad bin Ahad Al-Mahalli. Mihajuth Thalibin, Jilid, IV ( Singapura- Jeddah
~Indosesia: Al- Haramain,). 185

% Jalaluddin Muhammad bin Ahad Al-Mahalli. Minhajuth Thalibin, Jilid. IV ( Singapura- Jeddah
~Indosesia: Al- Haramain, . 185
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ltiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjskan dengan
(pembalasan) setimpal, sedang mercka tidak dianigya. ( QS. Ali Imran : 161 )™

Ayat di atas turun berkenaan dengan harta rampasan perang. Ibn Abbas
menyatakan bahwa surat Ali Imran ayat 161 turun berkenaan dengan permadani
merah yang hilang pada waktu perang Badar. Sebahagian orang mengatakan
bahwa barangkali Rasulullah yang mengambilnya, kemudian Allah menurunkan

ayat itu untuk membantah tuduhan tersebut.”
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Figh Jinayah

Pada dasarnya hukuman dalam hukum Islam dikategorikan menjadi
hukuman yang ada nashaya dan hukuman yang tidak ada nashnya. Hukuman yang
ada nashnya meliputi hudvd, gisas, dist dan kafarsh. Hukuman yang tidak ada
nashnya adalah hukuman ¢a’zir. 3® Berkaitan dengan ancaman pidana terhadap

pelaku korupsi, maka menurut hukum Islam terdapat dua kategori hukuman yaitu:
1. Hadd

Hukuman hadd merupakan hukum Allsh SWT, yang macam serta
jumlahnya telah ditentukan dan penerapan hukuman hadd bersumber dari al-

Qur'an. Hukuman dijatuhkan bagi pelaku yang melanggar ketertiban dan

3 b kasir, Tafsir Al-Qur’an al-Azim Jilid. I, { Bairut : Maktabah an-Nur al-Ilmiyah. 1991).39
% Tbn kasir, Tafsir Al-Qur’an al-Azim ,Jilid. I, ( Bairut : Maktabah an-Nur al-Ilmiyal. 1991).39

3 Masdar F.Mau’udi,et al, Figh Korupsi, Amanah Vs Kekuasaan, (Mataram : Solidaritas Masyarakat
Trasparasi NTB. 2003), 291
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membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, tujuan penjatuhan hukuman

kY)

adalah untuk memelihara kcamanan dan ketenteraman masyarakat, dan

manfaat penjatuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.® Ketentuan
pidana kasus korupsi yang mendapat hukuman hadd scsuai dengan firman Allah

SWT dalam surat al-Maidah ayat 33: %

Sesungguhnya pembalasan terhadap orsng-orang yang memerangi Allsh dan
Rasvl-Nya dan membuat kervsakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
disalib, ataw dipotong tangan dan kaki mercka dengan bertimbal balik atau
dibvang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu
peng}z%aan untvk mereka didunia, dan di akhirat mereks beroleh siksaan yang
besar’

37 Abu bakr, As-Sayyid, ianathuth Thalibin, Yitid. TV, Beirut : Darul Fikr, ), 142
3¢ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 6.

% NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Figh, ( Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi. 2006). 103

0 Kementrian Agama Rl, al-Quran Tegemahap Indonesia ( Bandung: PT Sygma) 113
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Pada ayat tersebut kasus korupsi menurut penulis termasuk pada ayat
tersebut, yaitu dalam mengambil harta saja, Perbuatan tersebut jelas-jelas telah
menimbulkan kerugian negara, dan yang jelas mercka telah membuat kerusakan
dimuka bumi. dan Pelakunya adalah orang-orang yvang sudah melazimi bagi
hukum, *' dan sudah dianggap memenuhi syaral. yaitu harus dengan syarat sudah
baligh, sadar dan mengetahui akan haramnya tindakan yang dilakukan (melawan
hukum), terikat oleh hukum dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam
keadaan darurat, kelaparan dan sebagainya. Dalam kasus korupsi yang dapat
dikategorikan pada pencurian dengan pemberatan, dalam hukum Islam dapat
dikenakan hukuman Aadd yaitu pelakunya dalam bentuk badan usaha, pemegang
perizinan dan perjanjian adalah termasuk pencurian dengan pemberatan atau qath
ut al-Tharig yang hukumannya adalah potong tangan dan potong  kaki,

Scbagaimana hadis yang diriwayatkan Syafii dari Ibnu Abbas yaitu :
A 158l 15585 daTy e 5k o s s 4
el 38 G plh iy pnadf el 58 15 g 38 45 100
5 1588 15 150y 151

Artinya: Sesungguhnya Nabi berkata pada masalah gath ut at-T. hariqg Apabila

mercka membunul dan mengambil harta, bunublalh dan saliblah aereka, apabila

" Muhammad Mursali, Takrir, Jilid. IV ( Barut: Daral Fikri,), 230
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mereka membunul dan tidsk mengambil harta, bunublah mercka dan jangan

salfbkan mercka dan apabila mercka mengambil harta dan tidsk membunul

potonglah tangan ~ tangan dan kaki mercka dengan cara berselang seling™

b. Barang yang dicuri mencapai nisab, yaitu scperempat dinar. Kalau di
bandingkan dengan ukuran gram 1.2 gram emas murni, untuk perbandingkan
dengan rupiah tergantung harga emas pada hari melakukan pencurian.™ Barang
curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan
milik keluarga, orang tua atau anak. Mengambil bacang tersebut dengan cara

sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan,

e. Barang yang biasa ditempaikan pada tempat penyimpanan, seperti lemari uniuk

menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.*

Hadd dikenakan karena melanggar ketetapan Allah SWT dan Sunnah
Rasul SAW, hal ini sesuai dengan pengertian yaﬁg dijelaskan di atas. Apabila
pengelolaan harta atau benda negara tidak digunakan sccara baik, maka yang
terjadi adalah kerugian negara dan merugikan banyak pihak serta mengakibatkan

dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

2. Ta'zir

2 Ibni Ishaq Tbrahim Ali, A/-Mubhazzsb, Jilid. 1 ( Barut: Daral Al-Fikri, 2005), 398

* Tara Mizi, a2, 4l ukursn takaran/ sukatan, Jarak/Tuas dan timbangan dalam hukum syara's
menuryt standarisasi internasional, ( Samalanga : LPI Mudi Mesra Samalanga, 2006 ). 15

4 Abu bakr, as-Sayyid, japathuth Thalibin, Jilid. IV,( Beirut : Darul Fikr, n.d ), 160

s
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Jika harta, vang atau benda milik negara dipergunakan dikarcnakan
kebutuhan, maka pelakunya hanya dikenai hukuman ¢a’zir dan apabila barang
curian masih ada didapati pada diri pelaku, maka wajib dikembalikan, ** Scbagian
ulama menyatakan, pelakunya wajib membayar harga barang yang dicurinya. Jika
barang yang ditemukan ternyata memenuhi nisab, maka pelakunya dipotong

tangan dan tidak wajib dikenai hukuman £a’2r; %

Pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak
Pidana Korupsi apabila sesuai dengan kriteria di atas, maka dapat dikenai ta’zir;
Dalam hukum Islam hukuman fa'Zir bisa berupa denda, penjara, cambuk dan lain
sebagainya. Ketentuan pidana pencurian yang dikenai hukuman 7a %7 disesuaikan
dengan kadar perbuatannya, dengan maksud agar si pembuat kejahatan menjadai
pelajaran atas kejahatan yang dilakukan, yang kejahatan tersebut belum sampai

pada tingkatan hukuman hadd ¥’

Hukuman ¢g°zir dijatuhkan apabila seseorang belum mempunyai syarat
untuk mendapat hukuman badd. Hukuman f2'74r dimaksud untuk memberi

pelajaran bagi si pembuat kejahatan dan hukuman ra’zr diserahkan sepenuhnya

“ Hasbie ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2,
2001), 47.

46 K ahar Mansyur, Bulnghul Maram, Jilid IL( Jakaria: Rineka Cipta, 1992), 220.

47 Abu bakr, as-Sayyid, ianathuth Thalibin, Jilid. IV,( Beirat : Darul Fikr ), 166
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pada hakim Islam. *® Kasus tindak pidana korupsi yang mendapat hukuman ¢a 'z,
yaitu jika seorang tidak bermaksud mencuri, scorang yang ada hubungan dengan
harta negara terscbut atau penduduk asli. Hukuman t2°Zr bisa berupa hukum
cambuk sesuai dengan kadar kesalahannya serta dapat dipenjarakan atau ditahan.
. Penjatuhan hukuman #4’7r diserahkan sepenuhnya pada hakim, Pemberian 12 4r
dimaksud untuk mengatur masyarakat dan memclihara kepentingan-kepentingan

umum serta menghadapi keadaan-keadaan yang mendadak, *°

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa, hukuman hadd merupakan
hukum Allah SWT yang macam serta jumlahnya telah ditentukan dan penerapan
hukuman hadd bersumber dari al-Qur'an, Intinya, hukuman dijatubkan untuk
menegah dari terjadinya kekejian dan untuk memelihara perkara yang enam yaitu
: memelibara jiwa, memelihara agama. Memelihara keturunan, memelihara
tuntutan, memelihara harta dan memelihara akal, dengan kuwalifikasi sebagai
berukut : di syariatkan gisas untuk memelihara jiwa, disyriatkan membunuh orang
murtad wntuk memelihara agama, disyariatkan hadd zina untuk memelihara
keturunan, disyariatkan fadd tuduh untuk memelihara tuntutan, disyariatkan
hadd Saragah untuk memelihara harta dan disyariatkan hadd syurb/ untuk

memelibaca akal,

48 Ibid, 167
* Said Hawwa, Al-Islam, Daarus Salaam: 1414 H/1993 M, (Terj. Abdul Hayie Al Kattani dkk.),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 9
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D. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Suatu jarimah ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya
dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama
melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat larimh atau

AL-isytirak. Turut seta melakukan jarimah itu ada dua macam:

1) Tutrut serta secara langsung . orang yang turut serta disebut pesrta langsung
2) Turut serta tidak langsung. Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung

atau sebab.

Turut serta secara langsung terjadi apa bila orang- orang melakukan
Jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengetian melakukan jarimah dengan
nyata disini edalah bahwa setiap orang yang turmt serla itu masing-masing
mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai sclesai, Jadi, cukup
dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseoang telah melakukan
suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.
Misalnya dua orang (A dan B ) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul
tekuk dengan sepotong sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang
meneruskan sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A tidak turut

menyelsaikan  jarimah tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang
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merupakan permulaan plaksanaan tindak pidana pembunuhan. Di sini A dianggap

sebagai orang yang turut serta secara langsung (al Syarik Al Mubasyir)™

dalam hukum pidana Indonesia turut serta melakukan kejahatan ini diatur
dalam bab 5 pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUH pidana. Dalam pasal 55

disebutkan

1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana;
Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan itu,
Kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancamain atau tipu daya atau,
dengan karena memberi kesempatan, iktikad atau keterangan, dengan sengaja
menghasut supaya perbuatan itu dilakukan,

2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung
jawabkan kepadangra hanyalah prbuatan yang segzja dibujuk olehnya serta akibat
dari perbuatan itu.”' Sedangkan dalam pasal 56 disebutkan sebagai berikut.

Sebagai pembantu melakukan kejahatan:Pertama, orang yang dengan
sengaja membantu waktu keahatan itu dilakukan Kedua, orang yang dengan sengaja

memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.>

Sedangkan pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa
perorangan dan bisa korporasi terdiri atas: mereka yang melakukan,Yang

menyuruh melakukan, Dan yang turut serta melakukan,Serta penganjur, Mereka

*® Ahmad wardi uslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah (jakarta:sinar
grafika 2006), 67-67

%! Oeljatno, Kitab undang-undang hukum pidsna, (jakarta:PT Bumi Aksara 2008), 25

52 Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan ssas hukom pidans islam figh jinaysh (jakarta:sinar
grafika 2006), 69
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yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mereka yang sengaja

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai pengertian korupsi tidak terbatas pada pengertian perusahaan
saja tetapi juga harus diartikan sebagai institusi penyelenggara negara/daerah unit
kerja tertentu. Berdasarkan pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai

orang yang melakukan peristiwa pidana adalah:

1) Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu

2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau
pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi
kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk
melakukn sesuatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2) itu yang boleh
dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk

oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. >

%3 Surachmin, dan Subandi cahaya, strafegi dan tehnik Korupsi mengetshui untuk mencegah
(jkarta:sinar grafika 2011) 31-32

.



BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI APBD YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS

DEWAN DI XOTA MADIUN
A. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi Qleh Sekretaris Dewan PN Kota Madiun

Mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi APBD Kota Madiun, dalam
hal ini, penulis mengambil data pembelaan dari tim panasehat hukum terdakwa
yang disini juga discbutkan unsur-unsur apa saja tindak pidana korupsi oleh
sckretaris dewan Kota Madiun dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang

bunyinya sebagai berikut:'

1. Unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair adalah:
Bahwa dalam perkara ini sebenarnya ketentuan pasal 27 pp No. 105 Tahun
2000 scbenarnya diperuntukan kepda siapa, siapa yang mengeluarkan APBD,
siapa pihak yang menagih, siapa yang diberi wewenang menandatangani dan
atau mengesahkan surat bukti mengeluarakn beban APBD, tidak bisa berlaku
terhadap terdakwa merangkap pengguna anggaran/sekretaris DPRD;,
a. Unsur “ Melawan Hukum”,
Bahwa perbuatan materiil yang didakwakan yaiiu meigelola  dan
menyerahkan pos anggaran DPRD Kota Madiun kepada pimpinan dan

anngota DPRD Kota Madiuun tidak terbukti.

! Dokumen, Putusan PN Kota Madiun, Kasus korupsi APBD 2009, 237

AN
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2. Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidaer adalah :*

a. Unsur “setiap orang” pada dakwaan plidoi dakwaan primair dianggap
dipergunakan dan berlaku juga sebagai uraian unsur dakwaan subsidair,
int juga tidak terbukti,

b. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
koporasi”; yang dihubungkan dengan unsur “menyalahgunakan
kewcnangan” dalam perencanaan RAB DPRD yang dilakukan penuntut
umum telah keluar/menyimpang dari konterks surat dakwaan, bahwa
menurut PP No. 105 Tahun 2000 Sekwan DPRD scbagai kepala satuan
kerja pemerintah daerah yang karenanya sebagai “pengguna anggaran”
dan terdkwa telah mengabaikan PP No, 150 Tahun 2000 sebagai hukum
pusitif dan berlaku nasional. Dalam hal terdkwa harus dimintai
pertanggung jawaban jabatan atau “vicarious liability” atasanlah yang
harus bertanggung jawab.

c. Usur'menyalah gunakan keuangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atu kedudukan”;

1. Bahwa panasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan penuntut
umum yang mengatakan intinya penyalahgunaan kewenangan itu

terbukti karena tiadanya bukti pertanggung jawaban keuangan.

*Dokumen, Putusan PN Kota Madiun, Kasus korupsi APBD 2009, 238
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2. Rumusan perbuatan materiil ada tidaknya “menyalah gunakan
keuangan” dalam dakwaan subsidair sama persis dengan rumusan
perbuatan materiil ada tidakya “mlawan hukum” pada dakwaan
primair

3. Alat uji penentu ada tidaknya unsur “menyalah gunakan kewenangan™
dalam surat dakwaan adalah pasal 27 peraturan pemerintal No. 105
Tahun 2000 ;

d. Unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian
negara’™

I. Penuntut umum memaknai unsur “merugikan keuangan negara “ itu
sebagai perbuatan mengambil vang negara pada titik berat perbuat an
“mengambil”, maka penuntut umum telah menyimpang dari
pengertian “merugikan keuangan negara” yang diketemukan BPKP
sewaktu perkara dalam penyidikan, yang titik beratnya pada
perbuatan “mengeluarkan”;

2. Cara menemukan kerugian keuangan negara

3. Jumlah kerugian daerab/negara harus pasti ;

4, Pos-pos anggaran yang didakwakan dihubungkan dengan alat-alat

bukti

*Dokuen, Putusan PN Kota Madiun, Kasus korupsi APBD 2009, 239
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5. Apa yang selalu disebut scbagai surat pertanggung jawaban (SPJ)
t:emyata bukan SPJ, tetapi Daftar Nominatif /Tanda terima Uang
6. Audit BPK terhadap APBD Kot a Madiun Tahun Anggaran 2004
Unsur “ yang menyuruh melakukan atau turut melakmelakukan pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Bahwa menurut panaschat hukum terdakwa tidak
terbukti megelota dan menyerahkan pos anggaran DPRD dimaksud, maka
tidak terbukti pula adanya kescpakatan perencanaan untuk melakukan
tindak pidana diantara terdakwa pimpinan dan anggota DPRD tidak
terbukti melakukan pelaksanaannya secara bersama-sama dalam
menyalahgunakn kewcnangan, kescmpatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan meguntungkan diri masing-
masing terdakwa, dengan cara mcmbebani APBD mengeluarkan kas
daerah, karena hanya kepada dacrah atau kabag keuangan pemrintah

dacrah yang biasa mengeluarkan sesuai pp Neo. 105 Tahun 2000.}

B. Sanksi Pidana Terhadap Kasus Korupsii APBD Oleh Sektetaris Dewan Kota

Madiun.

Brikut adalah sanksi pidana terhaap terdakwa kasus korupsi diKota Madiun, dan

dengan beberapa pertimbangan hakim terhadap kasus korupsi oleh SEKWAN

kabupaten Madiun yang bunyinya scbagai berikut: *

* Dokumen Putusan PN Kota Madiun, Kasus korupsi APBD 2009, 239-2310

S Ihid. 348
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Menimbang, bahwa meskipun secara defakfo di dalam BAP maupun dari
keterangan saksi dan terdakwa tidak ditegaskan bahwa terdakwa sebagai
pengguna anggaran akan tetapi secara de jure berdasar aturan perundang-
undangan {(pp no.105 tahun 2000 dan kepmendagri n0.29 tahun 2002) ditegaskan
bahwa SEKWAN DPRD adalah scbagai pengguna anggaran pada kesekreatan
dacrah. Dalam hal demikian dihubungkan dengan unsur dari perbuatan yang
didakwak pasal 3 adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
dapat dibuktikan dengan tidak di taatinya aturan perundang-undangan
scbagaimana dimaksud diatas, dan argumentasi sebagaimana yang disampaikan
dalam pledio atau keterangan terdakwa tidak dapat dikatagorikan sebagai alasan
yang dapat menghapus/meniadakan perbuatan yang dilakuka oleh terdakwa,
bahwa tidak menghapuskan sifat melawan hukum, maka majelis berpendapat
bahwa dengan menerapkan tiori sifat melawan hukum formil dengan tendens
positif, maka perbuatan terdakwa secara dejure telah memenuhi unsur melawan
hukum dalam uraian pasal 3 diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsideir tersebut
diatas telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG
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DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” Schingga pada amar putusan kasus

terdakwa pidana korupsi Kota Madiun berbaunyi: ¢

1. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinka bersalah
melakukan tindak pidana scbagaimana dalam dakwaan primair

2. Mcembcebaskan terdkwa terscbut diatas dari dakwaan primair

3. Menyatakan terdakwa tclah tecbukti secara sah dan meyakiukan bersalah
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi yang dilakukan
sccara berlanjut”

4. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tesebut tidak dibayar, maka
akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan sclama 2 (dua )
bulan;

6. Menctapkan masa penahanan yang lebih dijalani oleh terdakwa dikurungkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Memerintahkan terdakwa tctap berada dalam tahanan

8. Menctapkan barang bukti berupa:’
1. Dokumen APBD Kota Mdiun tahun 2002, 2003, dan 2004 beserta

penjabaran dan perubahannya.

“Dokumen Putusan PN Kota Mdiun, kasus orupsi APBD 2009, 1.2
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2. Dokumen buku DIKDA APBD beserta SKO tahun 2002, 2003, dan 2004
pas anggaran DPRD Kota Madiun.

3. Dokukmen DASK dan perubahan DASK dan perubahan DASK tahun
2002,2003, dan 2004,

4. Dokukmen SKO, SPP, SPMUJ, SPJ tahun 2002 terdiri dari pos anggaran
tunjangan perbakan penghasilan, biaya pemcliharaan keschatan, biaya
penunjang kegiatan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya perjaanan
dinas dalam dacrah, biaya peminjaman, biaya opcrasional, bantuan scwa
uinah dinas,

5. Dokumen SKO, SPP, SPMU, SPJ tahun 2003 tcrdiri dari pos anggaran
belanja tetap dan peghasilan tetap, biaya pemeliharaan keschatan, biaya
perjalanan dinas dan pindah, biaya peninjauan kegiatan, biaya listrik air
dan telpone, biaya pemeliharaan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya
opcrasional penunjang fraksi, biaya operasional kegiatan fraksi, biaya
jaringan asmara, biaya operasional terkait dengan evaluasi kerja, biaya
penyclesaian operasional penyelesaiaan tugas kasus internal, biaya
operasional penyelesaian tugas kinerja daerah, biaya operasional terkait
produk hukum perda, biaya operasional penyelesaian tugas pertanggung
awaban Wali Kota Madiun tahun 2002, biaya opcrasional penyelesaian
tugas terkait dengan MoU pemkot dengan yapertima, biaya operasional

terkait dengan renstra, biaya operasional penyelesaian uang penghargaan,
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biaya operasional adcksi, biaya proses pemilihan waliKota Madiun, biaya
bantuan sewa rumah dinas.

6. Dokumen SKO, PPP, SPMU, SPJ tahun 2004 terdiri dari pos anggaran
belanja tetap dan peghasilan tetap, biaya jasa kantor, biaya rumah tangga
ketua DPRD, biaya pemeliharaan alat angkut, biaya perjalanan dinas,
biaya operasional internal, biaya operasional eksternal, biaya jaringan
asmara, biaya asosiasi DPRD (ADEKS]I).

7. Keputusan gubernur jatim tentang percsmian, pengangkatan, pengheatian
dan pengesahan pergeniian antar wakiu anggota DPRD Kota Madiun
tahun 1999-2004

8. keputusan gubernur jatim tentang pengesahan pimpinan DPRD Kota
Madiun

9. Keputusan DPRD Kota Madiun tentang penctapan pimpinan DPRP Kota
Madiun talun 1999-2004

10. Keputusan DPRD Kota Madiun tentang pengesahan dan pengangkatan
paggar dan panmus

11. Buku tatib DPRD Kota Madiun tahun 1999

12. Risalah rapat paripurna tahun 2002, 2003 dan 2004

13. 1 (satu) buah buku ckspedesi tahun 2003

14. 1 (satu) buah buku agenda keluar tahun 2002-2003

15. 1 (satu) buah buku agenda keluar tahun 2003-2004
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16. 1 (satu) buah buku agenda masuk tahun 2003

17. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima anggaran pengembalia hasil
temuan BPK, RI tahun 2004 sebesar Rp. 15.000.000,~ (lima belas juta
rupiah ) tanggal 15 agustus 2005 Aa. KOKOK RAYA, SH.

18. 1 (satu) bendel foto copy SK Gubernur jatim No. : 171.401/43/011/2004
tanggal 14 agustus 2004 , tntang peresmian pemberhentian dan
pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat dacrah Kota Madiun.

19. Buku kas umum DPRD Kota Madiun tahun 2002, 2003 dan 2004,

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam
perkara. lain (wisnu suwanto ewo bin somowiryo, dkk. Dan djoko santoso
bin mochammad misran, dkk). Sedang surat-surat bukti yang diajukan

oleh terdakwa melalui panasehat hukumnya yaitu:

1. Surat dakwaan No Reg.perk : PDS-01/Mdn/Ft.1/01/2010 atas nama
terdakwaTEGUH SANTOSO, (tanda bukti T-1) ;

2. Surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS -02/Mdn/Ft.1/01/2010 atas nama
terdakwa : terdakwa 1 : ALI SAHONO,BA bin SADIJOEN RANOE
ATMODJO, terdakwa II : GANDHI YOENINTA, SH.Mhum bin

TRISNO SUDIRO, (tanda bukti T-II)
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3. Surat Dakwaan No. Regperkara : PDS-05/Mdn/F1.1/11/2010 atas
nama tedakwa WISNU SUWRTO DEWO bin SOMOWIRYO, dkk.
(Tanda bukti T-III);.

4. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS -06/Mdn/ft.1/11/2010 atas
nama terdakwa DJIIKO SANTOSO bin MOCHMMAD MISRAN,
dkk. (tanda bukti T-1V);

5. Peraturan Daerah No.5 tahun 2000 tentang pembentukan susunan
organisasi dan tata kerja sckretariat DPRD, (tanda bukti T-V)

6. Surat keputusan waliKota Maciun No.24 Tahun 2001 tentang Uraian
tugas jabatan pada sckretaiat dacrah dan sekretaris DPRD, (Tanda
bukti T-VI) Agar tetap terlampir dalam berkas perkara,

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membuyar biaya perkara sebesar Rp.
5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah ~ diputuskan dalam musyawarah majelis hakim
pengadilan negeri Kota Madiun pada hari jum’at tanggal 29 APRIL, 2011
oleh NANIK HANDAYANI, SH,MH, sebagai Hakim ketua Majelis, ARIF
BUDI CAHYONO, SH.RUSTANTO, SH. Masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan terscbut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 3 MEI
2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis
didampingi oleh hakim anggota yang sama, dibantu oleh MARJAKA, SH.

Dan SYAMSUL HADI EFENDLSH. Sebagai panitera pengganti serta
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dihadiri oleh BUDI SUMARYANTO, SH. Jaksa penuntut umum dari
kejaksaan Negeri Madiun dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat

hukum terdakwa.

C. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Menurut MvT pengertia turut serta adalah orang yang turut scrta
melakukan (snedepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau
turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe turut serta adalah turut
mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana iiu ada tiga kemungkinan :®

1) Mereka masing-masing memenvhi semua unsur dalam rumusan delik,
Misalnya dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah
gudang beras.

2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak, Misalnya,
dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang
yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

3) Tidak seorangpun memenuhi uwnsur-unsur delik selurulinya, tetapi mercka
bersama-sama mewujudkan delik itu. Misalnya, dalam pencurian dengan

merusak (pasal 363 ayat (1) ke-5 salah scorang melakukan penggangsiran,

® ¢ Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, Semarang :( Badan Penyediaan Bahan
Kuliah UNDP, 1999), 33
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sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang
kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi,
Syarat-syarat adanya medepleger

1) Ada kerjasama sccara sadar (bewuste samenwer-king)

2) Ada pelaksanaan bersama  secara fisik (gezamenlijke witvoering/physicke
samenwerking).

Adanya scdaran bersama ini tidak berarti ada penegrtian mufakat lebh
duty; cukup apabila ada pencgrtian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan
dengan tujuan menczpai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada
kesengajaar,

a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
b) Dutujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk
menganiaya, scdangkan kawannya menghendaki matinya si korban,

Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu
dilakukan secara normative.

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan mcrupakan

persoalan yang sulit, namun secra singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan

® Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidsaa, Semarang :( Badan Penyediaan Bahan Kulizh
UNDP, 1999), 34
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pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik. Yang
penting disini harus ada kerja sama yang crat dan langsung. 10

Pada KUHP pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam
melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruvh melakukan, turut
melakkan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman scbagi pembuat. Pada pasal56,
kita dapati bentuk lain yang diancam scbagai pembantu melakukan tindak pidana
yaitu : membaniu waktu kejahatan dilakukan, dan memberi kesempatan,
ikhtiyar dan keterangan untuk melakukan kejahatan, Sering- sering orang
yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejshatan (infetectvale daden.

(14

Discbut juga “ pembuat tidak langsung “ (middelifke dader) atau peminjam
tangan, Orang yang berbuat sendiri sering hanya memnjadi kaki tangan atau

alat (werktuing), disebut dengan pembuat langsung (onmiddelijke daden."!

Y Badar Namawi Arief, Sari X uliah Hukum Pidana , Semarang :( Badan Penyediaan Bahan Kuliah
UUNDP, 1999), 34

' Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam Pidans Islem, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), 255

-



BAB IV

PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI APBD 2009 DI PN MADIUN DALAM
KAJIAN FIQH JINAYAH

A. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Madiun

Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oich ki Panembahan
Jonggo Jumeno atau biasa disebut ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat di
maknai “pertama’ sccara segi bahasa Madiun (hantu) dan ayun-ayun (berayun)
maksudnya adalah bahwa ketika Ronggzo Jumeno melakukan badad tansh
Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. “kedua” karena nama keris yang
digunakan oleh ronggo jumeno yaitu keris tundung Madiun, Namun pada

mulanya bukan dinamakan Madiun, tetapi wonosari.

Pada dasarnya Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah
kekuasaan mataram, dalam perjalanan scjarah mataram, Madiun memang sangat
strategis mengingat wilayshnya terletak di tengah-tengah perbatasan dengan
kerajaan kadri (doho). Oleh karenanya pada masa pemerintahan mataram
banyak pemberontak-pemberontak kerajaan mataram yang membangun basis

kekuatan di Madiun. Seperti mmuncutnya tokoh retno dumilah

Beberapa peninggalan kerajaan Madiun salah satunya dapat dilihat di

keurahan kuncen, dimana terdapat makam ki Ageng Pancmbahan Ronggo

62
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Jumeno, Patih Wonosari selain para makam Bupati Madiun, Masjid tertua di
Madiun yaitu masjid Nur Hidayat ultah, artefak-artefak disekeliling Masjid, serta

seria sendang (tempat pemandian )keramat,

Kota Madiun dulu mcupakan pusat dari kapresidenan Madiun, yang
meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan, Mecski berada di
wilayah jawa timur, sccara kultular Madiun lebih dekat ke budaya jawa

tengahan (solo-jogja), karena lebih dckat sccara geografis.

Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, awalnya terdiri
dari wilayah hukum 2 (dua) kabupaten yaitu: kabupaten Madiun dan Kota
Madiun. Dengan adanya pemckaran dacrah pada tahun 1985 wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan
dengan masing-masing kecamatan 9 (Sembilan) kelurahan, dengan demikian
wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten yang terdiri dari 15 (lima belas)

kecamatan.
B. Unsur-unsur Korupsi Menurut Hukum Islam

Dalam literatrur Islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah
yang mengandung makna korupsi sccara menyeluruh, Namun demikian,

berdasarkan tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi dalam hukum
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Indonesia dan bedasarkan konsep-konsep kejahatan maliyah dalam figh,

terdapat tiga unsur utama yaitu:l

1. Adanya Tasharruf, yaitu perbuatan yang berarti menerima, memberi dan

mengambil,
2. Adanya pengkhianaian, terhadap amanah kekuasaan,
3. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik

Sedangkan unsur-unsur korupsi yang dilakukan oleh SEKWAN Kota
Madiun yang penulis ketahui dari pembetaan tim panaschat hukum terdakwa,
terhadap iuniutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair adalah

sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

b. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
koporasi” yang dihubungkan dengan unsur “menyalahgunakan
kewenangan”

¢. Usur"menyalah gunakan keuangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atu kedudukan”

d. Unsur “ yang dapat merugikan keuvangan negara atau perckonomian

L]
negara

' NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Figh, ( Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional
Pemberantagan Korupsi. 2006), 107.
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e. Unsur “ yang menyuruh melakukan atau turut melakmelakukan”

Jadi menurut penulis dari beberap unsur korupsi yang dilakukan olch
SEKWAN Madiun disini, yang juga peulis sesuaikan dengan pertimbangan
hakim, yaitu diterimanya dakwaaan subsidacr, maka menurut penulis memang
sudah layak dikatakan bahwa pcrbuatannya tersebut sudah termasuk dalam
unsur-unsur korupsi menurut hukum pidana Istam. Salah satu contoh misalnya
unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara”dalam hukum Islam unsur-unsur
yang ada kesamaan dengan unsur tersebut adalah “Adanya kerugian yang

ditanggung oleh masyarakat luas atau publik”

Sanksi Pidana Tehadap Tindak Pidana Korupsi Apbd 2009 Dalam PN Madiun

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
APBD Kota Madiun yang dilakuka olch mantan SEKWAN Madiun, olch hakim
PN Madiun yaitu tidak terlepas dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu
tersangka didakwa pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana jo. Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupst jo. Pasal 55 ayat (1Yke-1 KUHP undang-undang 8 tahun 1981
tentag hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan. schingga amar putusan kasus terdakwa pidana korupsi Kota

Madiun berbaunyi:
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. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana scbagaimana dalam dakwaaua primair

. Membebaskan terdkwa tersebut diatas dari dakwaan primair

. Menyatakan terdakwa tclah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melekukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan

Sccara Berlanjut”

Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tesebut tidak dibayar, maka
akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan sclama 2 (dua )

bulan.

Menetapkan masa penahanan yang lebih dijalani oleh terdakwa dikurungkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan

ciicerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan menial atau penyempurmnaan
: ]

akhlak dengan memanfaatkan polensi baik setiap individu, yaitu hati nurani.

Lebih jauh Istam tidak hanya berkomitmen dengan upaya pensalehan individu,

akan tetapi jungan pensalehan social. Dalam pensalehan social ini Islam
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mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling
mengingatkan, dan saling menaschati. Pada dasarnya Islam mengembangkan
semangat control social. Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk
peratutan perundangan yang tegas, sistim yang mengembangkan bentuk
peraturan perundangan yang iegas, sistem pengawasan administrative dan
managerial yang ketat. Olch sebab itu dalam memberikan dan menetapkan
hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang buly, apakah ia adalah
scorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan

rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lokukan, sehingga dapat

diciptakan rasa damai, dan rukun datam masyarakat.?

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumya, bahwa Pada
dasarnya hukuman dalam hukum Islam dikategorikan menjadi hukuman yang
ada nashnya dan hukuman yang tidak ada nashnya. Hukuman yang ada nashnya
meliputi hudud, gisas, diat dan kafarah. Hukuman yang tidak ada nashnya
adalah hukuman fa ’zir. * jadi Berkaitan dengan ancaman pidana terbadap pelaku
korupsi APBD Kota Madiun, maka menurut hukum Islam terdapat dua kategori

hukuman yaitu:

1. Hadd

2 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, (Jakarta, Zikrul Hakim, 1997),
154-155

3 Masdar F.Mav’udi,et al, Figh Korupsi, Amanah Vs Kekuasaan, ( Mataram : Solidaritas
Masyarakat Trasparasi NTB. 2003), 291
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Seperti yang sudah peulis jelaskan di bab seelumnya bahwa Hukuman
hadd merupakan hukum Altah SWT, yang macam serta jumlahnya tclah
ditentukan dan penerapan hukuman hadd bersumber dari al-Qur'an. Hukuman
dijatuhkan bagi pclaku yang melanggar ketertiban dan membahayakan
kepentingan umum. Olch karena itu, tujuan penjatuhan hukuman adalah untul
memelihara keamanan dan ketentcraman masyarakat. * dan manfaat penjatuhan
tersebut dapat dirasakan olch masyarakat.” Ketentuan pidana kasus korupsi
yang mendapat hukuman hadd scsuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-

Maidah ayat 33: ¢

- ‘ie./.“’f " o ’},‘g, - 9T’r :.' gfo‘_;",_’,f.—’f:}
NS S sl 7 9 A2l JMJM

- b o8 2
- N T Y wT e T . e A ’?JJ ‘9,.. s 21 s .9‘”
(Bl oeae Dlde 8,531 3 4gdy Ll 3 555 agd ZUS 23N

-~

# Abu bakr, as-Sayyid, ianathuth Thalibin, Jilid. TV,( Beirut : Darul Fikr, n.d ), 142
* Abmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 6.

% Nu Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Figh,Cet. I, ( Jakaria : Tim Kerja Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi. 2006). 103
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* Sesungguhnya pembalasan lerhadsp orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya~dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mercka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu
pengb?aan untuk mercka didunis, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang
besar’

Hadd dikenakan karcna meclanggar keictapan Allah SWT dan Sunnah
Rasul SAW, hal ini scsuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Apabila
pengelolaan harta atau benda negara tidak digunakan secara baik, maka yang
terjadi adalah kerugian ncgara dan merugikan banyak pihak serta mengakibatkan

dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.
2. Ta’zr

Jika harta, uang atau benda milik negara dipergunakan dikarenakan
kebutuhan, maka pelakunya hanya dikenai hukuman s’zir dan apabila barang
curian masih ada didapati pada diri pelaku, maka wajib dikembalikan, * Sebagian
ulama menyatakan, pelakunya wajib membayar harga barang yang dicurinya. Jika
barang yang ditemukan tcrnyata memenuhi nisab, maka pelakunya dipotong

tangan dan tidak wajib dikenai hukuman ¢a’#r.°

? Kementrian Agama R, al-Qur,an Terjemahan Indonesia { Bandung: PT Sygma.) 113

¢ Hasbie ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Is/am, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2,
2001), 47.

® Kahar Mansyur, Bulughul Maram, Jilid 11,( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 220.
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Sebagai aturan pokok Islam membolehkan menjatuhkan hukuan ta'zir atas
perbuatan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, artinya
perbuatan-perbuatan dan keadaan yang dapat dijatuhi hukuman za’zir tidak
mungkin ditentukan hukumannya scbelumnya, scbab hal tersebut tergantung pada
sifat-sifat tertentv, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut
tidak lagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut merugikan
kepentingan dan ketertiban umum, dan apabila perbuatan tersebtu telah
dibuktikan didepan pengadilan maka hakim tidak bolch membebaskannya,
melainkan harus menjatuhkan hukuman 14’zir yang sesuai untuknya. Perjatuhan
hukuman fa'zir untuk kepentingan dan ketertiban umum ini merujuk terhadap
perbuatan rasulullah saw, dimana ia pernah menahan seorang laki-laki yang
dituduh mencuri unta setelah diketahui buktinya ia tidak mencurinya, maka nabi
membebaskannya,'® Syariat Islam sendiri tidak menentukan macam-macam
hukuman untuk fa’zir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman,
dimulai dari hukuman yang seringan-ringannya, seperti nasehat, ancaman, sampai
hukuman yang scberat-beratnya Pidana korupsi dalam Undang-Undang No, 31
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi apabila sesuai dengan kriteria di atas,
maka dapat dikenai fa zir. Dalam hukum Islam hukuman ¢4 'zirbisa berupa denda,
penjara, cambuk dan lain sebagainya. Ketentuan pidana pencurian yang dikenai

hukuman fa'Zr disesuaikan dengan kadar perbuatannya, dengan maksud agar si

Y A Hanali, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 69
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pembuat kejahatan menjadai pelajaran atas kejahatan yang dilakukan, yang

kejahatan tersebut belum sampai pada tingkatan hukuman hadd. !*

Hukuman /a’zir dijatuhkan apabila seseorang belum mempunyai syarat
untuk mendapat hukuman hadd. Hukuman radr dimaksud untuk memberi
pelajaran bagi si pembual kejahatan dan hukuman fa’4r diserahkan sepenuhnya
pada hakim Istam. * Kasus tindak pidana korupsi yang mendapat hukuman 747,
yaitu jika seorang tidak bermaksud mencuri, seorang yang ada hubungan dengan
harta negara tersebut atau penduduk asli, Hukuman fa’zir bisa berupa hukum
cambuk sesuai dengan kadar kesalahannya serta dapat dipenjarakan atau ditahaii.
Penjatuhan hukuman fa’zir diserabkan sepenulmya pada hakim, Pemberian 2’7
dimaksud untuk mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan

umum serta menghadapi keadaan-keadaan yang mendadak. ®

Dengan demikian uraian di atas dapat dipahami bahwa, hukuman hadd
merupakan hukum Altah SWT yang macam serta jumlahnya telah ditentukan dan
penerapan hukuman hadd bersumber dari Al-Qur'an, Intinya, hukuman dijatuhkan
untuk mencegah dari tejadinya kekejian dan untuk memelihara perkara yang

enam yaitu : memelihara jiwa, memelihara agama. Memelihara keturunan,

' Abu bakr, as-Sayyid, feaathuth Thalibia, Jilid. IV,( Beirut ; Darul Fike, n.d ), 166
2 Thid, 167

" Said Hawwa, A-Islam, Daarns Salasnr, (T erj. Abdul Hayie Al Kattani dkk.), (Jakarta: Gema
Insani Press, 2004), 9.

-
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memelihara tuntutan, memelihara harta dan memelihara akal, dengan kuwalifikasi
scbagai berukut : di syariatkan gisas untuk memelihara jiwa, disyriatkan
membuniuh orang murtad untuk memelihara agama, disyariatkan hadd zina untuk
memelihara keturunan, disyariatkan Aadd tuduh unt uk memelihara tuntutan,
disyariatkan hadd Saragah untuk memelihara harta dan disyariatkan hadd svurbi

untuk memelihara akal, ™

Selanjutnya, apa bila kasus korupsi APBD Madiun apabila dikaitkan
dengan hukuman terhadap pencurian, maka kategori hukuman yang terdiri dari
tiga jenis hukuman tersebut dapat diterapkan untuk kasus tersebut, Artinya,
dalam pelaksanaan hukumannya disesuaikan dengan jenis perbuatan pelaku.. Jadi
hukuman tertinggi dan terberat adalah dihukum mati. Namun hukuman tersebut
baru dapat diterapkan jika telah memenuhi persyaratan dijatuhi hukuman mati

serta melalui proses pengadilan lengkap dengan pembuktiannya.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukuman untuk pelaku tindak
pidana korupsi oleh SEKWAN Madiun disesuaikan dengan ukuran tindakan
kejahatan yang dilakukannya. Artinya, kepada para pelaku dapat dijatuhi

hukuman {4z,

. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh Sekretaris

Dewan Kabupatan Madiun

" Abu bakr, as-Sayyid, janathuth Thalibig, Jilid. IV ( Beirut : Darul Fikr, n.d ), 142
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Suatu jarimah ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya
dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama
melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimh

atau AL-isytirak.
Turut seta melakukan jarimah itu ada dua macam

1) Tutrut serta sccara langsung . orang yang turut serta disebut pesrta langsung
2) Turut serta tidak langsung. Orang yang turut serta disebut pescrta tidak
langsung atau sebab.
turut serta secara langsung terjadi apa bila orang- orang melakukan
Jarimah dengan nyata lcbih dari satu orang, Pengetian melakukan jarimah
dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta ilu masing-
masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai sclesai,
Jadi, cukup dianggap scbagai turul seria secara langsung apabila seseoang
telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang scbagai permulaan
pelaksanaan jarimah itu. Misalnya dua orang (A dan B ) akan membunuh
seseorang (C). A sudah memukul tckuk dengan sepotong scpotong kayu
kemudian pergi, sedangkan B yang meneruskan sampai akhirnya C mati.
Dalam contoh ini A tidak turut menyelsaikan jarimah tersebut, tetapi ia

telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan plaksanaan tindak
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pidana pembunuvhan, Di sini A dianggap sebagai orang yang turut serta

secara langsung (Asy Syarik Al Mubasyir)!®

jika dikaitkan deng kasus korupsi APBD Kota Madiun menurut
penulis perbutannya tesebut sudah termasuk pada tindak pidana korupst yang
ikut srta secara berlangsung, karna dia melakukannya lebih dari satu orang,

dan dia mengambil masing-masing bagian dari harta terscbut.

dalam hukum pidana indonesia turut serta melakukan kejahatan ini
diatur dalam bab 5 pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUH pidana. Dalam

pasal 55 disebutkan

1) dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana;
pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
melakukan perbuatan itu;
keduva, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah
memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau
ancaman atau tipu daya alau, dengan karena memberi
kesempatan, ikiikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut
supaya perbuatan itu dilakukan.

2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh
dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah prbuatan yang
segaja dibujuk olehnya serta akibat dari perbuatan itu.'°
Sedangkan dalam pasal 56 disebutkan sebagai berikut,

Sebagai pembantu melakukan kejahatan:

Pertama, orang yang dengan sengaja membantu waktu keahatan
itu dilakukan

¥ Ahmad wardi muslich, pengantar dan asas bukum pidana islsm figih jinayah (jakarta:sinar
grafika 2006). 67-67

' Qeljatno, Kitab undang-undang hukum pidans, (jakarta:PT Bumi Aksara 2008)hal 25
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Kedua, orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar
- atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu."”

Sedangkan pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa
perorangan dan bisa korporasi terdiri atas: mercka yang melakukan, Yang
menyuruh mclakukan, Dan yang turut serta melakukan, Serta penganjur,Mercka
yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mercka yang sengaja

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk meltakukan kejahatan,

Mengenai pengertian korupsi tidak terbatas pada pengertian perusahaan
saja tetapi juga harus diartikan sebagai institusi penyelenggara negara/daerah

unit kerja tertentu.

Berdasarkan pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang

yang melakukan peristiwa pidana adalah:

1) Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut
melakukan perbuatan itu

2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atan
dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan,

seagajs membujuk unluk mclakuka scsuatu perbuatan,

" Atmad wardi muslich, pengantar dan asas hukum pidana islam figik jinayah (jakarta:sinar
grafika 2006)ha 69
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Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2) itu yang boleh

-

dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan

sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.'®

18 Surachmin, dan Suhandi cahaya,, Strategi Dan Tehaik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah,
(fkarta:sinar grafika 2011) 31-32

-2
.



BABV
PENTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus Korupsi APBD Kabupaten
Madiun, adalah tidak terbuktinya secara sah dan mcyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebgaimana dalam dakwaan primacr, namun
terdakwa terbukti secara sah dalam dakwaan subsidaer.

2. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda sebesar
Rp. 50.00C000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut
tidak dibyar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan,

3. Saksi tindak pidana korupsi oleh SEKWAN Madiun dalam kajian hukum figh
jinayah disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Artinya,

kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman ta’zir.

B. Saran

Disarankan kepada hakim yang beragama Islam dapat memutuskan
hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih mengarsh pada hukum Islam, walaupun
hukum Islam tidak dijalankan secara utuh di negara ini, tetapi negara Republik

Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam.

77
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Kepada masyarakat diharapkan untuk bersama-sama memberantas
korupst dan melaporkan jika ada individu yang melakukan korupsi demi

kepentingan bersama,
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